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Abstrak: 
Menyediakan tanah adalah kegiatan utama dalam pelaksanaan pengadaanitanah oleh pemerintah 
dan wajibidiberikanigantiirugii secara layak dan adili terhadapipemegangi haki atasi tanahi yangi 
sah.i Padai prosesi perwujudani gantii kerugiani pegadaani tanahi telahi didasarkani padai beberapai 
peraturani sebagaii acuani agari dapati dilakukani prosesi gantii rugii secarai adili dani layak.i 
Dalami merumuskani penelitian,i jenisi yangi digunakan yaituipenelitianiyuridis empirisi yangi 
dimaknaii sebagaii hukumi sosiologisi untuki melaksanakani penelitianilapangani dengani carai 
pengkajiani ketentuani hukumi yangi berlakui jugai dengani hali yangi terjadii padai masyarakat.i 
Penelitiani hukumi melaluii jenisi modeli inii memilikii tujuani untuki mengetahuii faktai dani datai 
saati yangi sebenarnyai terjadii gunai digunakani dalami penelitian.Berdasarkani hasili penulisan,i 
penelitiani dani pembahasani penulisi terkaiti Pemberiani Gantii Kerugiani 
DalamiPengadaaniTanahiPadaJalani ToliCibitung-Cilincing Kotai AdministrasiiJakartai Utara,i hali 
inii telahi dilaksanakani sesuaii dengani tatanani dani peraturani yangi masihi berlaku,i 
sebagaimanai yangi tertuangi padai Undang-Undangi Nomori 2i Tahuni 2012,i Peraturani 
Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021,i dani PERMENi ATR/KBPNi Nomori19 Tahuni2021. Dalam 
prosesipelaksanaan gantiikerugiannya masihibelumidapati dilaksanakan secara optimal karena 
banyak kendala yang timbuldan beberapaiobjeki pengadaani tanahi masihi belumi dapati 
dilaksanakani prosesi gantii kerugiannya.i Selaini itui terdapat 
jugaibeberapaikendalaibaikidariiinternalimaupunieksternal yang dapat menghambati prosesiganti 
rugiipengadaan tanah. 
 
Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Hak Atas Tanah. 

 
Abstract: 

Providing land is the main activity in the implementation of land acquisition by the government and 
is obliged to provide appropriate and fair compensation to the legal holders of land rights. and 
worthy. When formulating research, the type used is jurisdictional research Empiricism is interpreted 
as sociological law to carry out field research by studying legal provisions that apply to things that 
happen to society. I research and discuss the author regarding Giving Compensate for losses in land 
acquisition in Padang, in carrying out the Cibitung-Cilincing Toll Road in North Jakarta, this has been 
carried out in accordance with the existing orders and regulations, as stated in Law Number 2 of 
2012, and Government Regulation Number 19 of 2021, fund PERMEM ATR/KBPN Number 19 of 
2021. In the process of implementing compensation for losses, it has still not been implemented 
optimally because many obstacles have arisen and several objects of land acquisition have not yet 
been implemented in the process of compensation for losses. Apart from that, there are also several 
internal and external obstacles that can hinder the process of compensation for land acquisition. 
 
Keywords: Compensation, Land Acquisition, Land Rights. 
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Pendahuluan  
Indonesiaimenjadi salahisatuinegara demokrasii yangi pastinyai menjunjungi tinggii nilai-

nilai kemanusiaan.iDalami pelaksanaannyai Indonesiai pastii memerlukani pembangunani 
yangidapati mencakupi seluruhi bidangi kehidupani masyarakati yaitui palingi utamai 
infrastruktur.i Dengani kemajuani infrastrukturi yangi terjadii tentunyai kehidupani masyarakati 
Indonesiai dapati lebihi mudahi dalami melakukani pemenuhani kebutuhan.i Jikai masyarakati 
dapati memenuhii sebagai kebutuhani makai negarai secarai tidaki langsungi telahi hak-haknyai 
akani bisai terwujudi secara meratai dani adili sesuaii dengani harapani dani kehendaki negara. 
Pembangunani infrastrukturi memangi tergolongi cukupi lamai dani berproses,i namuni 
pembangunani infrastrukturi Indonesiai bisai dikatakani cukupi meningkati tiapi tahunnya.i 
Pembangungani inii tentunyai harusi disertaii dengani rancangani dani tahapani yangi cukupi 
telitii dani matang.i Pemerintahi dani pejabati berwenangi pastii telahi memilikii rancangani yangi 
sudahi mendalami dani detail,i walaupuni belumi terlaksanai secarai keseluruhan. 

Dalami pelaksanaani prosesi pembangunani akani terjadii banyaki lika-likui yangi 
harusidihadapi,makaidariiituipihakipemerintahanitelahimenyiapkanisegalaikonsekuensiiterbur
uknya yaknii dengani menyiapkani seluruhi sumberi dayai modal,i sumberi daya manusia,i 
hinggai sumberi dayai alamnya. Tidaki dipungkirii tiapi prosesi pembangunani yangi akani 
dilaksanakani olehi pemerintahi akani membutuhkani satui elemeni pentingi yaitui tanah.i 
Dilihati darii segalai sisii tanahi memangi merupakani salahi satui elemeni palingi pentingi yangi 
dimilikii bumi,i baiki sebagaii permukaani bumii maupuni lapisani bumiipalingi dalam. 
Jikaidilihatidari pengertiani yuridisi tanahi merupakani permukaanibumii meliputii haki atasi 
tanahi yangi memilikii bagiani khususi darii permukaani bumi.1 Dalami penyelenggaraani 
pembangunani untuki kepentingani umum,i pemerintahi mempunyaii perani untuki 
menyediakani tanah,i menginggati perani tanahi dalami aspeki pembangunani merupakani aspeki 
pendukungi keberhasilani pelaksanaani padai pengadaani tanah.2i Tentunyai tanahi yangi 
disediakani inii diperolehi darii negarai dani tidaki dalami penguasaani olehi rakyat.i Namuni 
nyatanyai pemerintahi tidaki sepenuhnyai melaksanakani kewajibannyai dalami memenuhii 
segalai macami pembangunan,i karenai kurangi mampunyai perani pemerintahi dalami 
penyediaani tanahi untuki pembangunan,i makai dengani secarai terpaksai tanahi miliki rakyati 
yangi dipakai.3 

Penyediaani tanahi adalahi salahi satui kegiatani dalami pelaksanaani pengadaani tanahi 
olehi pemerintahi dani wajibi diberikani gantii rugii secarai layaki dani adili terhadapi pemegangi 
haki atasi tanahi yangi sah.i Hali inii membuktikani bahwai padai saati berlangsungnyai prosesi 
pengadaani tanahi tidaklahi sederhana,i karenai diperlukannyai kegiatani yangi melibatkani 
pihaki terdampaki ataui masyarakati yangi berhaki atasi haki tanah.4i 
Padaikedudukanipengadaantanahi kuasai haki perseorangani terhadapi tanahi untuki 
pembangunani bagii kepentingani umumi dapati dicabut,i hali inii sesuaii dalami Undang-Undangi 
Nomori 2i Tahuni 2012i tentangi Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani untuki Kepentingani 
Umum,i padai Pasali1iangkai2i yangi berbunyii ‘Pengadaani tanahi merupakani kegiatani 
penyediaani tanahi dengani carai memberikani gantii kerugiani yangi layaki dani adili kepadai 
pihaki yangi berhak’.iArti dari bunyii Pasali1iangkai2 iniiadalahigantii rugii dalami pengadaani 
tanahi bisai dilakukani dengani cara pemberiani gantii rugii padai pihaki yangi berwenangi atasi 

 
1 Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Grafindo, 

Jakarta, 1994. hlm. 17. 
2 Hery Zarkasih, “Pelaksanaan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti RUgi Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)”, Jurnal IUS, Vol. 
3, No. 8, 20 Agustus 2015, hlm. 383. https://doi.org/10.12345/ius.v3i8.219 , diakses pada 29 Desember 2023. 

3 Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan,  Margaretha Pustaka, Jakarta, 2017. hlm. 4 
4 Putri Lestari, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum Di Indonesia Berdasarkan 

Pancasila”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, hlm. 72, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54 , diakses pada 
26 Desember 2023. 
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objeki tersebut.i Hukumi Pertanahani Nasionali dani UUDi NKRIi 1945i menganuti beberapai 
prinsipi yangi bergunai untuki pembangunani infrastrukturi demii kepentingani umumi yangi 
membutuhkani tanahi rakyat,i meliputii prinsipi kepastian,i prinsipi keadilan,i prinsipi 
kemanusiaan,i prinsipi kesejahteraan,i prinsipi keterbukaan,i prinsipi kesepakatan,i dani masihi 
banyaki prinsipi lainnya. 

Dalami pelaksanaannyai pengadaani tanahi pembangunani untuki kepentingani umumi 
memilikii beberapai kendalai yangi dihadapii salahi satunyai adalahi gantii rugii seperti,i 
masyarakati yangi tidaki maui digusur,i masyarakati yangi tanahnyai sedangi bersengketa,i dani 
laini sebagainya.i Untuki meminimalisiri permasalahani yangi terjadii pemerintahi menetapkani 
beberapai peraturani yangi tertuangi dalami Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i 
tentangi Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii Pembangunani untuki Kepentingani Umumi 
dani Peraturani Menterii Agrariai dani Tatai Ruangi /i Kepalai Badani Pertanahani Nasionali 
Republiki Indonesiai Nomori 19i Tahuni 2021i tentangi Ketentuani Pelaksanaani Peraturani 
Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani Pengadaani Tanahi bagii 
Pembangunani untuki Kepentingani Umumi (selanjutnyai disebuti Permeni ATR/BPNi No.19i 
Tahuni 2021). Dalami hali gantii rugii yangi dilakukani olehi pengadaani tanahi tidaki hanyai 
dialokasikani untuki haki atasi tanahi saja,i namuni jugai diberikani untuki bangunan,i kebun,i 
dani objeki lainnyai yangi memilikii hubungani dengani tanah.i Selaini padai tanahi haki miliki 
perseorangan,i adai jugai tanahi haki miliki ulayati yangi samai mendapatkani pemberiani gantii 
rugii yangi berupai pembangunani fasilitasi saranai prasaranai umumi ataupuni bentuki lainnyai 
yangi memilikii manfaati bagii masyarakati sekitar.  

 Pengadaani tanahi untuki pembangunani demii kepentingani umumi yangi dilaksanakani 
olehi pemerintahi ataui pemerintahi daerahi dijalankani melaluii penyerahani ataui pelepasani 
haki atasi tanah.i Pembuatani jalani toli Cibitung-Cilincingi ialahi salahi satui rancangani untuki 
kepentingani umumi yangi dilaksanakani olehi Pemerintahi Kotai Jakartai dani termasuki dalami 
salahi satui Proyeki Strategisi Nasionali (PSN).i PSNi adalahi programi Pemerintah,i Pemerintahi 
Daerah,i ataui badani usahai yangi mamilikii sifati strategisi dalami mengembangkani 
pemerataani dani pertumbuhani pembangunani untuki mensejahterakani masyarakati dani 
pembangunani tiapi daerah.i Pemerintahi melakukani pembangunani Jalani Toli Cibitung-
Cilincingi karenai pesatnyai pembangunani yangi adai dani mempercepati mobilitasi darii 
kawasani industrii yangi berasali darii bekasi,i sehinggai diharapkannyai setelahi adai jalani toli 
inii dapati mengurangii kemacatani jalani rayai yangi ada. Pengadaani Jalani Toli Cibitung-
Cilincingi mulaii direncanakani sejaki tahuni 2017,i dengani totali panjangi jalani 34,76i 
kilometer.i Pembangunani jalani toli inii melibatkani hinggai 5i kelurahani yangi terdirii dari,i 
Kelurahani Cilincing,i Kelurahani Semperi Barat,i Kelurahani Marunda,i Kelurahani Semperi 
Timur,i dani Kelurahani Rorotan.i Darii totali 5i kelurahani tersebuti masihi tersisai beberapai 
yangi belumi terlaksananyai gantii rugii sampaii saati ini,i jadii dapati dikatakani untuki 
pembangunani Jalani Toli Cibitung-Cilincingi belumi rampungi baiki darii segii pembangunani toli 
hinggai pelaksanaani gantii rugi. 
 
Metode Penelitian 

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu 
penelitian yuridis empiris atau biasa hukumi sosiologisi untuki melaksanakani 
penelitianilapangani dengani carai mengkajii ketentuani hukumi yangi berlakui jugai dengani hali 
yangi terjadii padai masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini didasarkan pada bahan 
hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-
undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan 
menggunakan pendekatan konflik serta pendekatan struktural sehinngga dapat mengetahui 
sistem pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah pada jalan tol Cibitung-Cilincing Kecamatan 
Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara serta untuk mengetahui hambatan dan Upaya 
penyelesaian dalam pelaksaan ganti kerugian tanah pada jalan tol Cibitung-Cilincing Kecamatan 
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Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara. Data ini ditemukan dari buku, artikel, wawancara dan 
bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek 
penelitian.” 

 
Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Sistem Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing 
Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara 

 Dalami rangkai merealisasikani kesejahteraani masyarakati berupai pembangunani 
infrastrukturi perkotaan,i Kementriani Pekerjai Umumi dani Perumahani Rakyati (PUPR)i 
menyediakani Jalani Toli Cibitungi -i Cilincing.i PUPRi sendirii merupakani instansii yangi 
memerlukani tanah.i Pembangunani jalani toli inii memilikii tujuani utamai yaitui memperlancari 
arusi perjalanani kendaraani besari ataupuni kendaraani bermuatani lebihi yangi bertujuani kei 
daerahi Jakartai Utarai menujui Bekasii ataupuni Bekasii menujui Jakartai Utara.i Pembangunani 
Jalani Toli Cibitungi -i Cilincingi sudahi direncanakani cukupi lamai mulaii darii tahuni 2017.i 
Dalami prosesi pelaksanaani pembangunani jalani toli perlui dilakukani sesuaii dengani 
ketentuani yangi berlakui dalami Undangi -i Undangi sertai peraturani pelaksanaanya.i 
Kesesuaiani yangi dimaksudi tidaki hanyai meliputii sistematikai pelaksanaani sajai namuni jugai 
kesesuaiani nominali gantii rugii yangi akani diberikani pihaki pemerintahi kepadai masyarakati 
yangi terdampaki prosesi pengadaani tanah,i hali inii tertuangi dalami Peraturani Pemerintahi 
Nomori 19i Tahuni 2021i Pasali 1i angkai 2. Pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitungi -i Cilincingi 
Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utarai mulaii direncanakani darii tahuni 2015i 
berdasarkani Surati Keputusani Gubernuri Provinsii Daerahi Khususi Ibukotai Jakartai Nomori 
1905i Tahuni 2017i tentangi Penetapani Lokasii Untuki Pembangunani Jalani Toli Cibitungi -i 
Cilincing.i Daerahi Kotai Administrasii Jakartai Utarai yangi terkenai dampaki pembangunani 
jalani toli inii terdapati 5i kelurahani dengani totali 204i bidangi dani memerlukani prosesi gantii 
kerugiani secarai menyeluruh.i Darii seluruhi bidangi tanahi yangi sudahi terdampaki 
pembangunani Jalani Toli Cibitungi -i Cilincing,i mulaii darii tahapi penetapani lokasii hinggai saati 
inii pihaki pemerintahani berupayai memberikani gantii kerugiani dani menyelesaikani secarai 
adili dani layak.i  

Data yang telah diperoleh penulis menunjukkan bidangi tanahi yangi telahi diberikani 
gantii ruginyai olehi pihaki pemerintahani atasi dampaki darii pengadaani tanahi demii 
pembangunani untuki kepentingani umum.i Darii totali bidangi sebanyaki 204i bidang,i sudahi 
terlaksanai sebanyaki 179i bidangi yangi menerimai gantii kerugian.i Tanahi seluasi 284.603m2i 
telahi dilakukani pembebasani olehi PUPRi selakui instansii yangi memerlukani tanahi dengani 
totali gantii kerugiani sebesari Rp.i 1.461.674.467.372.i Selaini itui terdapati jugai sebesari 25i 
bidangi yangi belumi terlaksananyai gantii kerugiani karenai beberapai kendalai yangi sedangi 
dihadapii dalami hali pembangunani Jalani Toli Cibitung-Cilincing. bidangi tanahi yangi belumi 
selesaii dilakukani prosesi gantii kerugiannyai yaknii sebanyaki 25i bidang.i Bidang-bidangi inii 
masihi dalami prosesi gantii kerugian,i banyaki hali yangi mempengaruhii sepertii adanyai tanahi 
yangi belumi bersertifikat,i tanahi yangi bersengketa,i hinggai tidaki setujunyai pihaki 
masyarakati terkaiti nilaii gantii kerugiani yangi telahi ditawarkan.i Terlepasi darii permasalahani 
tersebuti adai prosesi gantii kerugiani yangi belumi terlaksana,i hali inii jugai menunjukani bahwai 
pihaki PUPRi belumi bisai konsisteni melaksanakani prosesi gantii kerugiani yangi belumi selesaii 
hinggai saati ini.i Sehubungani dengani penelitiani ini,i penulisi akani melakukani penelitiani 
khususi secarai rincii terkaiti prosesi pengadaani tanahi gantii kerugiani padai Jalani Toli Cibitung-
Cilincing Kecamatani Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara. Dalami prosesi pengadaani 
tanahi gantii kerugiani terdapati proseduri yangi wajibi dilaksanakani sesuaii urutani yangi telahi 
ditetapkani olehi Undang-Undang sepertii berikut: 
1. Penetapan Lokasi 

Penetapani Lokasii merupakani salahi satui tahapani pentingi dalami pengadaani tanahi 
pembangunani untuki kepentingani umum.i Dalami prosesi penetapani lokasiipihakiPUPRi 
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selakui instansii yangi memerlukani tanahi akani mengajukani permohonani 
kepadaiGubernur,i jikai telahi mencapaii kesepakatani makai akani dibuatnyai Beritai Acarai 
Kesepakatani lokasii pembangunani untuki diajukani kei pihaki Kantori Pertanahani Kotai 
Administrasii Jakartai Utara.i Hali inii telahi tertuangi dalami Pasali 1i angkai 21i PERMENi 
ATR/BPNi Nomori 19i Tahuni 2021. Dalami prosesi kegiatani konsultasii publiki terdapati 
tahapani pemanggilani kepadai wargai ataui dapati diwakilkani olehi kuasai hukumi yangi 
terkenai dampaki pembangunani Jalani Toli Cibitung-Cilincing,i jikai pemanggilani telahi 
dilaksanakani sebanyaki 3i (tiga)i kalii secarai bertahapi namuni pihaki tersebuti tetapi tidaki 
menghadirii makai akani dianggapi i telahi menyetujuii terkaiti lokasii pembangunani dani 
selanjutnyai hali inii akani dituliskani dalami beritai acara. 

2. Pembentukan Stagas A dan B 
Pembentukani Satuani Tugasi ataui Satgasi yangi biasanyai disebuti dengani panitiai inii 

memilikii perani cukupi besari dalami membantui prosesi pengadaani tanahi bagii pelaksanai 
pembangunani untuki kepentingani umum.i Satgasi inii jugai diwajibkani untuki berkoordinasii 
dengani appraisali ataui kantori jasai penilaii publiki (KJPP)i terkaiti dalami menentukani 
penilaiani standari besari kecilnyai gantii rugi.i Pembentukani satgasi pengadaani tanahi Jalani 
Toli Cibitung-Cilincingi ditunjuki langsungi olehi Kepalai Kantori 
PertanahaniKotaAdministrasiiJakartai Utarai yangi 
beranggotakaniketuaipelaksana,isatgasiAisebanyak4iorangidanisatgasiBisebanyaki14iorang.i
2i(dua)i timi satgasi inii dibedakani karenai memilikii perbedaani tugasi dani tanggungi jawab,i 
untuki satgasi Ai memilikii tugasi untuki mengumpulkani datai fisiki objeki pengadaani tanahi 
sedangkani satgasi Bi memilikii tugasi dalami pengumpulani datai yuridisi objeki pengadaani 
tanah. 

3. Inventarisasii Dani Identifikasii Penguasaan,i Kepemilikan,i Penggunaan,i Dani Pemanfaatani 
Tanah 

Prosesi inventarisasii dani identifikasii dalami pengadaani tanahi pastinyai akani 
melibatkani satgasi yangi telahi dibentuki olehi kepalai kantori pertanahan.i Inventarisasii dani 
identifikasii pengadaani tanahi meliputii penguasaan,i kepemilikan,i penggunaan,i hinggai 
pemanfaatani tanah,i selaini itui progresnyai melibatkani pengukurani dani pemetaani tanahi 
perbidangi sertai pengumpulani datai objeki sekaligusi pihaki yangi berhaki dalami prosesi 
gantii rugii Jalani Toli Cibitung-Cilincing.i Objeki pengadaani tanahi yangi dimaksudi telahi 
disebutkani dalami Pasali 6i ayati (9)i PPi Nomori 19i Tahuni 2021i tentangi Penyelenggaraani 
Pengadaani Tanahi Bagii Pembangunani untuki Kepentingani Umum. Dalami pelaksanaani 
inventarisasii dani identifikasii perlui dilakukannyai tahapi pengukurani ulangi dani pemetaani 
persil,i pihaki penguasaani tanahi besertai riwayatnya,i peninjauani kembalii terkaiti 
penggunaani dani pemanfaatani tanahi baiki darii segii bangunan,i perkebunan,i pertanian,i 
ataui objeki lain.i Setelahi selesainyai prosesi inventarisasii dani identifikasii makai dapati 
dibuatnyai daftari nominatifi dani petai bidang,i prosesi transparansii dilakukani setelahi 14i 
(empati belas)i harii dani diumumkani padai kantori kelurahan/desai setempat. 

4. Penaksiran Ganti Rugi 
Penaksirani gantii rugii pengadaani tanahi dapati dilakukani setelahi dilaksanakannyai 

pengumumani daftari nomatifi dani petai bidang.i Dalami hali penaksirani gantii rugii 
pengadaani tanahi terdapati appraisali ataui kantori jasai penilaii publici (KJPP).i Appraisali 
yangi bolehi digunakani padai pelaksanaani pengadaani tanahi adalahi appraisali yangi telahi 
memilikii lisensii darii kementriani pemerintahani dibidangi agrariapertanahani dani tatai 
ruang.i Tugasi darii appraisali inii melaksanakani penaksirani ataui penghitungani gantii rugii 
terhadapi nilaii objeki yangi terdampaki pengadaani tanahi bagii pembangunani untuki 
kepentingani umum.i Hali inii telahi diaturi dalami Pasali 1i angkai 16i PERMENi ATR/KBPNi 
Nomori 19i Tahuni 2021. Dalami pelaksanaani penaksirani olehi KJPPi dapati dilaksanakani 14i 
(empati belas)i harii ataui palingi lamai 30i (tigai puluhi hari).i Penaksirani gantii kerugiani 
pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitung-Cilincingi inii telahi disesuaikani dengani Nilaii Juali 
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Objeki Pajaki (NJOP)i dani Nilaii Hargai Pasari padai saati prosesi penaksirani berlangsung.i 
Setelahi penaksirani selesaii KJPPi akani menerbitkani surati hasili penaksirannyai yangi 
seringi disebuti dengani Nilaii Penggantiani Wajari (NPW),i dalami surati inii disebutkani apai 
sajai hali yangi berhaki diberikani gantii ruginyai baiki secarai fisiki maupuni noni fisik.i 

5. Musyawarah Bentuk Ganti Rugi 
Jikai padai prosesi musyawarahi terdapati pihaki yangi tidaki setujui ataui keberatani 

dengani nominali besarnyai gantii rugii yangi telahi ditawarani instansii pemerintahi makai 
upayai yangi dapati dilakukani adalahi menempuhi jaluri hukumi berupai pengajuani 
keberatani kepadai Pengadilani Negerii yangi berwenangi mengadilii sesuaii lokasii 
pembangunan,i yangi dalami kasusi inii adalahi Pengadilani Negerii Jakartai Utara.i Dalami 
prosesi pengajuani keberatani dapati dilakukani 14i (empati belas)i harii setelahi dilaksanakani 
musyawarahi penetapani gantii rugi,i apabilai ditolaki makai dapati mengajukani kembalii 
padai Mahkamahi Agungi dani jikai diterimai dani dikabulkani makai penilaiani gantii rugii 
akani dilakukani kembalii olehi KJPPi dengani jangkai waktui palingi lamai 30i (tigai puluh)i 
harii kerja.i Setelhai dilakukani penilaiani gantii rugii kembalii makai akani dilakukani 
musyawarahi ulang,i apabilai pihaki yangi berhaki telahi menyetujuii makai akani dibuatkani 
Beritai Acarai Hasili Musyawarahi dani diterbitkannyai surati keputusani terkaiti hasili darii 
penetapani bentuki dani besarnyai gantii rugi.i  

6. Pemberian Ganti Rugi 
Sebelumi dilaksanakannyai prosesi gantii rugii terdapati prosesi validasi,i prosesi inii 

adalahi kegiatani verifikasii kesesuaiani datai dalami daftari nominatifi dani petai bidangi 
tanahi apakahi sudahi sesuaii dengani warkahi ataui dokumeni objeki dani subjeki pengadaani 
tanahi yangi diterimai olehi timi pelaksanai pengadaani tanah,i setai bentuki gantii rugii yangi 
diajukani padai saati prosesi musyawarahi berlangsung.i Prosesi validasii berlangsungi 
dengani jangkai waktui 3i (tiga)i sampaii 5i (lima)i harii sejaki dilaksanakannyai tandai tangani 
Beritai Acarai Kesepakatani Bentuki Gantii Kerugiani saati prosesi musyawarah.i Pemberiani 
gantii rugii berupai uangi akani diberikani palingi lamai 14i (empati belas)i harii kerjai sejaki 
penyampaiani hasili validasi,i saati prosesi pemberiani gantii rugi,i timi pelaksanai wajibi 
mendokumentasikani baiki berupai fotoi ataupuni videoi saati prosesi pemberiani gantii rugii 
berlangsung.i Setelahi pihaki yangi berhaki telahi menerimai bentuki gantii rugii darii instansii 
ataui timi pelaksanai makai akani dibuatkani Beritai Acarai Pemberiani Gantii Rugii yangi 
ditandai tanganii secarai sahi dihadapani instansii ataui timi pelaksanai dengani pihaki yangi 
berhak.i 

7. Pelepasan Hak Atas Tanah Dihadapan Kakantah 
Pelepasani haki atasi tanahi merupakani salahi satui tahapani akhiri yangi sangati 

dibutuhkan,i tahapani inii merupakani prosesi pemutusani hubungani hukumi darii pihaki 
yangi berhaki atasi objeki pengadaani tanahi dengani instansii pemerintahan.i Prosesi 
pelepasani haki atasi tanahi inii dilakukani agari statusi objeki tanahi yangi semulai berstatusi 
kepemlikani darii subjeki hukumi berubahi menjadii statusi kepemilikani olehi negarai yangi 
kemudiani digunakani sesuaii dengani peruntukkannyai yaitui pembangunani jalani demii 
kepentingani umum.i Setelahi prosesi pelepasani haki atasi tanahi dilakukan,i panitiai 
pelaksanai akani membuatkani Beritai Acarai Pelepasani Tanahi besertai pertimbangannya,i 
Beritai Acarai Pelepasani Tanahi merupakani salahi satui beritai acarai yangi pentingi karenai 
sebagaii wujudi sahnyai prosesi pemberiani gantii rugii telahi terlaksanai sesuaii kesepakatani 
dani besarnyai gantii rugii yangi telahi diberikani kepadai pihaki yangi berhak. 

 Pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitung-Cilincingi Kecamatani Cilincingi Kotai Adminitrasii 
Jakartai Utarai adalahi proyeki yangi telahi lamai direncanakani olehi pemerintahi dalami rangkai 
pembangunani demii kepentingani umumi olehi PUPRi selakui instansii yangi membutuhkani 
tanah.i Tujuani utamai dibangunnyai Jalani Toli Cibitung-Cilincingi inii adalahi untuki mengurangii 
volumei kendaraani darii arahi Bekasii yangi akani menujui kei daerahi Jakartai Utara,i kendaraan-
kendaraani inii memilikii jaluri khususi tanpai harusi melewatii Jalani Toli Jakarta-Cikampek.i 
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Terlebihi lagii untuki kendaraani bermuatani besari ataupuni minibusi tidaki bisai melewatii jaluri 
toli MBZi (Mohammedi Bini Zayed)i meskipuni tujuani dibangunnyai toli MBZi adalahi salahi satui 
alternatifi untuki mengurangii ruasi kemacetani dii Jalani Toli Jakarta-Cikampek. Pengadaani 
tanahi Jalani Toli Cibitungi -i Cilincingi inii telahi berlangsungi sejaki tahuni 2017i sampaii saati 
inii dengani beberapai gantii kerugiani yangi masihi belumi terlaksanai ataui terselesaikan.i 

 Meskipuni prosesi pelaksaaani gantii kerugiani inii telahi berjalani lebihi darii 5i (lima)i 
tahuni namuni hinggai saati inii masihi belumi terselesaikani secarai i keseluruhan,i hali inii 
berartii bahwai belumi terlaksananyai perencanaani yangi matangi darii panitiai pelaksanaani 
dalami mengatasii kendalai yangi adai hinggai prosesi pelaksanaani gantii kerugiani yangi masihi 
terhambat.i Selaini hambatani darii panitiai pelaksanaani prosesi gantii kerugiani inii jugai 
sempati tertundai anggarannyai karenai kasusi covid-19i padai tahuni 2020,i sistemi gantii 
kerugiani yangi seharusnyai diberikani olehi pihaki pemerintahani tertundai karenai adanyai 
covid-19i dimanai kondisii negarai jugai sedangi krisisi perekonomian.i Tetapii hali inii jugai tidaki 
dapati dibenarkani hinggai 5i (lima)i tahuni lebihi belumi selesaii karenai banyaki sekalii 
masyarakati yangi merasai dirugikani dimanai tiapi tahunnyai harai tanahi ataupuni bangunani 
pastii naik. 

Penulisi telahi menyiapkani beberapai datai hasili surveii darii parai pihaki yangi 
terdampaki pengadaani tanah,i hasili penelitiani inii diambili gunai mengetahuii kondisii 
lapangani yangi sebenarnyai apakahi sistematikai yangi telahi ditetapkani dalami Undang-Undan 
telahi terlaksanai secarai adili dani layak. hasili kuisioneri sosialisasii konsultasii publiki dii atasi 
menunjukkani sebesari 60%i setuju,i 25%i kurangi setuju,i dani 15%i tidaki setujui atasi hasili 
darii sosialisasii konsultasii publik.i Kegiatani sosialisasii konsultasii publiki inii menjelaskani 
bahwai instansii yangi membutuhkani tanahi akani melakukani rencanai pembangunani 
didaerahi yangi terdampaki pengadaani tanahi ini.i Terkaiti perhitungani gantii rugii pengadaani 
tanahi jugai akani ikuti dipaparkani dalami sosialisasii konsultasii publiki karenai dii sosialisasii 
inii pihaki instansii yangi memerlukani tanahi dani pihaki yangi terdampaki bisai bertemui secarai 
langsungi demii mencapaii kesepakatani bersamai yangi adil,i sesuaii dengani PPi Nomori 19i 
tahuni 2021i pasali 29. Untuki hasili survei prosesi gantii rugii terkaiti inventarisasii dani 
identifikasi menunjukani hanyai 35%i sajai penduduki yangi setuju,i sisanyai sebanyaki 65%i 
suarai menunjukani tidaki setujui untuki dilakukannyai inventarisasii dani identifikasi.i Padai 
tahapani inii banyaki suarai penduduki yangi tidaki setujui disebabkani panitiai pelaksanai 
sempati melakukani kesalahani pendataani baiki pemetaani maupuni pengukurani hinggai alasi 
hak,i kesalahani pendataani inii menyebabkani panitiai pelaksanai harusi mendatai ulangi untuki 
penyesuaiani data.  

Pelaksanaani gantii rugii pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitung-Cilincingi dii atasi dibagii 
menjadii 4i (empat)i macami kendala.i Kendalai pertamai adalahi administrasii sebanyaki 95%i 
suarai menyatakani setujui atasi permasalahani yangi dialamii baiki kekeliruani pendataani 
sepertii salahi penulisani hinggai tertukarnyai data.i Sisai 5%i suarai mengatakani kurangi setujui 
karenai merekai sebagaii pihaki terdampaki yangi tidaki terkenai kendalai pendataan,i bisai 
dikatakani datanyai sudahi benari secarai keseluruhani tanpai adai kekeliruan. Palingi akhiri 
kendalai nomori 4i (empat)i yangi dialamii masyarakati pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitung-
Cilincingi adalahi kendalai kepemilikan.i Sebesari 75%i suarai mengatakani setujui atasi kendalai 
kepemiikan,i kendalai inii biasanyai dialamii adanyai pihaki laini yangi tidaki bersangkutani 
melakukani klaimi kepadai kantori pertanahani bahwai tanahi yangi terdampaki adalahi miliki 
mereka.i Klaimi yangi ditemukani dalami pengadaani tanahi inii terdapati 2i macam,i yangi 
pertamai klaimi darii pihaki keluargai yangi mengakui telahi diberikani kuasai dani yangi keduai 
adalahi klaimi gandai darii pihaki luari yangi berusahai mengakui tanahi yangi terdampaki 
pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitung-Cilincingi inii merupakani miliknya.i Selaini 2i (dua)i hali 
tersebuti adai jugai kendalai kepemilikani berupai tidaki diketahuinyai kepemilikani atasi suatui 
objeki tanahi dani jugai terdapati beberapai wargai yangi tidaki bisai membuktikani kepemilikani 

http://u.lipi.go.id/1458714550
http://u.lipi.go.id/1458717505
http://arjuna.ristekdikti.go.id/files/berita/Surat_Pemberitahuan_Hasil_Akreditasi_Jurnal_Ilmiah_Elektronik_Periode_III_Tahun_2019_dan_Lampiran.pdf


Kabilah: Journal of Social Community                                          Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 

Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                                           Vol. 9 No.2 Desember 2024 

472 
 

tanahi atasi tanahi yangi dimilikinya.i Untuki sisanyai sebesari 25%i suarai menyebutkani 
merekai kurangi setujui atasi kendalai inii karenai belumi pernahi mengalamii hali serupa. 
Hambatan Dan Upaya Penyelesaian Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Pada Jalan 
Tol Cibitung-Cilincing Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara 
 Sebelumi berlangsungnyai prosesi pelaksanaani gantii kerugiani Jalani Toli Cibitung-
Cilincingi pihaki pemerintahani sepertii instansii yangi memerlukani tanahi PUPR,i Kantori 
Pertanahani Kotai Administrasii Jakartai Utara,i Pemerintahi Provinsi,i dani pihaki laini yangi 
terkaiti tentunyai telahi memilikii perencanaani yangi tersusuni dani matang.i Diluari 
perencanaani yangi matangi inii pastii adai hambatani yangi akani munculi dalami prosesnya,i 
baiki hambatani yangi munculi darii pihaki dalami panitiai ataupuni pihaki luari masyarakati ataui 
pihaki yangi berhaki mendapatkani gantii kerugian.i Hambatani inii pastinyai munculi diluari darii 
perencanaani yangi telahi disiapkani pihaki pemerintahan,i berikuti merupakani beberapai 
hambatani yangi munculi padai prosesi pemberiani gantii kerugiani tanahi Jalani Toli Cibitung-
Cilincing.  
1. Penetapan Lokasi 

Saati prosesi penetapani lokasii pembangunani Jalani Toli Cibitungi –Cilincingi terdapati 
perubahani beberapai kalii karenai kurangi maksimalnyai perencanaani penetapani lokasii 
diawal.i Dengani adanyai perubahani inii pemberiani gantii kerugiani menjadii tidaki 
maksimali dani sebanyaki 80%i hasili kuisioneri mengatakani setujui atasi adanyai kendalai 
penetapani lokasi.i Tidaki maksimalnyai perencanaani penetapani lokasii yangi luasi bisai 
menyebabkani penundaani prosesi gantii rugii yangi merugikani pihaki yangi terdampak,i 
selaini itui lokasii yangi luasi berartii perlui dilakukannyai gantii kerugiani yangi banyaki dani 
memakani waktui yangi cukupi lama.i Selaini itui terdapati jugai kerugiani laini jikai 
pembangunani yangi dilaksanakani tidaki kunjungi selesaii sepertii penutupani ataui 
pengalihani jalani yangi menyebabkani macet,i debui ataui kotorani udarai yangi merugikani 
masyarakati sekitari yangi tidaki terdampak,i kerusakani jalani ataui fasilitasi umumi hinggai 
rumahi wargai sekitari yangi ikuti terdampak. 

2. Administrasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi 
Dalami prosesnyai banyaki sekalii ditemukani ketidaksesuaiani antarai datai yangi 

tercatati dii Kantori Pertanahani dani datai yangi dicatati olehi satgas,i hali inii merupakani 
salahi satui kendalai yangi dihadapii dalami prosesi gantii kerugian.i Ketidaksesuaiani datai inii 
dapati terjadii karenai salahnyai pengukurani bidangi tanah,i sertifikati lamai tidaki 
diperbarui,i hinggai kesalahani satgasi dalami penulisani dani pengolahani data.i Jikai dilihati 
darii suarai yangi dipilihi olehi pihaki yangi terdampaki sebesari 65%i masyarakati 
mengatakani setujui terkaiti kendalai dalami prosesi administrasii inventarisasii dani 
identifikasii pengadaani tanah.i Adanyai kesalahani pencatatani prosesi administrasii 
inventarisasii dani identifikasii menyebabkani prosesi pelaksanaani gantii kerugiani tidaki 
dapati dilanjutkani kei pihaki yangi berhak,i makai darii itui akani dilakukani prosesi 
pencatatani ulangi olehi satgasi yangi bertugasi dani setelahi itui prosesi gantii kerugiani barui 
dapati dilanjutkan. 

3. Kurang Pemahaman Pihak Masyarakat/Pihak yang Berhak 
Padai prosesi gantii kerugiani pengadaani tanahi terdapati tahapani musyawarahi antarai 

pihaki instansii pemerintahani dengani masyarakati yangi terdampaki pengadaani tanah,i 
musyawarahi dilaksanakani untuki mencapaii kesepakatani bersamai terkaiti besarani nilaii 
gantii kerugian.i Pemahamani masyarakati padai pelaksanaani musyawarahi merupakani 
salahi satui hali yangi sangati penting,i karenai dalami musyawarahi terdapati pembahasani 
terkaiti dasari perhitungani hinggai rinciani atasi gantii kerugiani yangi telahi dilakukani KJPP.i 
Kurangnyai pemahamani ataui ketidaki pahamani masyarakati dalami musyawarahi inii akani 
berdampaki besari terkaiti hasili musyawarahi seperti,i tidaki setujunyai nilaii besarani gantii 
rugi,i dianggapi kurangnyai nilaii besarani gantii rugii yangi tidaki sesuaii dengani ekspektasii 
masyarakat.i Sebesari 60%i suarai hasili surveii menyatakani bahwai tidaki setujui dengani 
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besarani nominali gantii kerugiani yangi telahi ditawarkani olehi KJPP,i hali inii merupakani 
bentuki tidaki tercapainyai kesepakatani karenai pihaki yangi berhaki telahi melakukani 
penolakani atasi hasili pengumumani penilaiani gantii kerugian.i Dengani demikiani dapati 
dikatakani kurangnyai pemahamani masyarakati padai prosesi musyawarahi merupakani 
salahi satui bentuki hambatani prosesi gantii kerugiani pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitungi 
–i Cilincing. 

4. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Terdampak Pengadaan Tanah 
Melihati hasili surveii yangi telahi dilakukani penulis,i sebesari 75%i suarai mengatakani 

setujui terkaiti kendalai kepemilikani yangi dialami,i kendalai inii terbagii menjadii beberapai 
macami sepertii : 
a. Objeki Pengadaani Tanahi yangi tidaki diketahuii Kepemilikannya 

Padai beberapai wilayahi yangi terdampaki pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitungi –i 
Cilincingi terdapati beberapai bidangi tanahi yangi tidaki diketahuii identitasi kepemilikannya.i 
Jikai adai bidangi tanahi yangi tidaki diketahuii identitasi kepemilikannyai makai dalami 
prosesi pelaksanaani gantii rugii akani menjadii sebuahi kendalai yaitui tertundanyai 
pelaksanaani gantii rugi.i Dalami prosesi pengadaani tanah,i bidangi tanahi yangi tidaki 
diketahuii identitasi kepemilikani makai tidak.  
b. Pembuktiani Kepemilikani atasi Objeki Pengadaani Tanah 

Jikai padai kendalai pertamai diatasi tidaki diketahuii kepemilikan,i untuki kendalai 
nomori duai adalahi kendalai pembuktiani kepemilikan.i Selaini kendalai pertamai adai jugai 
jenisi kendalai padai pembuktiani kepemilikani objeki tanah.i Kendalai inii dialamii olehi 1i 
(satu)i pihaki yangi memilikii objeki tanahi namuni belumi dapati membuktikani haki atasi 
kepemilikani objeki tanahi tersebut.i Salahi satui penyebabi kendalai pembuktiani 
kepemilikani inii adalahi cacati hukumi administratif,i cacati hukumi administratifi adalahi 
adanyai kesalahani perhitungani luasi tanahi yangi tidaki sesuai,i tumpangi tindihnyai haki 
atasi tanah,i ataui kesalahani prosedural.i Dengani demikiani makai proesi pemberiani gantii 
rugii tidaki dapati diberikani hinggai pihaki yangi berhaki bisai membuktikani pembuktiani 
kepemilikani atasi objeki tanahi yangi terdampaki tersebut.i 
c. Klaimi Gandai Kepemilikani atasi Objeki Pengadaani Tanah 

Kendalai klaimi gandai kepemilikani atasi objeki tanahi padai prosesi pengadaani tanahi 
Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi sempati ditemuii beberapai kali.i Adanyai 2i (dua)i pihaki 
yangi salingi membawai buktii kepemilikani atasi 1i (satu)i objeki yangi sama.i Klaimi gandai 
kepemilikani atasi tanahi akani melahirkani sebuahi konfliki antarai keduai pihaki yangi 
mengklaimi 1i (satu)i objeki tanahi yangi sama.i Hali inii menyebabkani akani adanyai 
sengketai atasi tanahi dani harusi diselesaikani secarai hukumi demii hasili yangi adili padai 
Pengadilani Negerii setempat.  

Upaya Penyelesaian Hambatan Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Tanah Pada Jalan Tol 
Cibitung – Cilincing Kecamaran Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara 
1. Penetapan Lokasi 

Upayai yangi dapati dilaksanakani atasi penetapani lokasii yangi tidaki maksimali 
adalahi dengani melakukani pembangunani padai lokasii yangi sudahi tetapi diiringii dengani 
pengajuani permohonani penetapani lokasii besertai perancangani yangi matang.i Hali inii 
dapati membantui meminimalisiri waktui yangi terbuangi akibati perencanaani lokasii yangi 
kurangi matangi dani bisai segerai terselesaikani tanpai harusi menunggui penetapani lokasii 
selesaii secarai keseluruhan.i  

2. Administrasii Hasili Inventarisasii dani Identifikasi 
Kendalai administrasii merupakani kendalai umumi yangi seringi dihadapii padai tiapi 

pelaksanaani pengadaani tanah,i padai pelaksanaani pengadaani tanahi Jalani Toli Cibitungi –i 
Cilincingi inii parai satgasi sudahi berusahai meminimalisiri kesalahani yangi akani terjadii 
namuni tetapi sajai masihi terdapati beberapai salahi penulisani padai datanya.i Makai darii itui 
padai saati pelaksanaani administrasii yangi kei 2i (dua)i timi satgasi memilikii strategii yaknii 
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melakukani doublei checking.i Padai saati prosesi awali timi satgasi masingi –i masingi 
melakukani pencatatani data,i namuni padai prosesi i pendataani kembalii timi satgasi 
membagii timi menjadii 2i (dua)i yaknii timi pencatatani dani timi pengecekani ulang.i Jikai 
datai yangi telahi melaluii pendataani ulangi telahi selesaii makai pihaki yangi berhaki hanyai 
perlui menunggui pengumumani hasili inventarisasii dani identifikasii yangi kei 2i (dua). 

3. Kurangi Pemahamani Pihaki yangi Terdampaki /i Pihaki yangi Berhak 
Upayai yangi dapati dilakukani olehi pihaki pemerintahani kepadai pihaki yangi berhaki 

jikai terjadii kurangi pemahamani padai musyawarahi besarani nilaii gantii rugii adalahi 
melakukani musyawarahi ulang.i Musyawarahi ulangi dapati dilakukani jugai jikai terdapati 
penolakani ataui tidaki tercapainyai kesepakatani nilaii gantii rugii padai musyawarahi 
pertama,i hali inii tertulisi dalami Pasali 114i ayati (4)i Permeni ATR/KBPNi No.i 19i Tahuni 
2021. Namuni jikai dalami pelaksanaani musyawarahi yangi kei 2i (dua)i masihi terdapati 
penolakani ataui tidaki dapati mencapaii mufakati terkaiti besarnyai nilaii gantii kerugiani 
yangi telahi diberikani olehi KJPP,i makai upayai terakhiri yangi dapati dilakukani adalahi 
penyelesaiani perkarai melaluii jaluri peradilani dimanai besarani nilaii gantii rugii akani 
dititipkani kepadai hakimi Pengadilani Negerii setempati ataui biasai disebuti dengani 
konsinyasi.i  

4. Status Kepemilikan Hak Atas Tanah yang Terdampak Pengadaan Tanah 
Penyelesaiani sengketai yangi terjadii padai klaimi gandai atasi sebuahi objeki tanah,i 

parai pihaki yangi merasai memilikii tanahi inii dapati menyelesaikani perkarai inii melaluii 
sidangi perdatai dii Pengadilani Negerii setempati dani menunggui hinggai adanyai Putusani 
Hakimi berkekuatani hukumi tetapi terhadapi kepemilikani objeki tanahi yangi disengketakan.i 
Jikai pengadilani telahi memutusi sengketai dani diketahuii hasilnyai pihaki manai yangi 
secarai sahi memilikii objeki tanahi tersebut,i makai selanjutnyai panitiai pelaksanai 
pengadaani tanahi akani memprosesi gantii rugii pengadaani tanahnyai dani diberikani 
kepadai pihaki yangi berhaki atasi gantii rugii tersebut. 

 
Penutup  

Berdasarkani hasili penulisan,i penelitiani dani pembahasani penulisi terkaiti Pemberiani 
Gantii Kerugiani Dalami Pengadaani Tanahi Padai Jalani Toli Cibitung-Cilincingi Kecamatani 
Cilincingi Kotai Administrasii Jakartai Utara,i hali inii telahi dilaksanakani sesuaii dengani tatanani 
dani peraturani yangi masihi berlaku,i sebagaimanai yangi tertuangi padai Undang-Undangi 
Nomori 2i Tahuni 2012,i Peraturani Pemerintahi Nomori 19i Tahuni 2021,i dani PERMENi 
ATR?KBPNi Nomori 19i Tahuni 2021.i Tahapani proseduri pelaksanaani pengadaani tanahi untuki 
kepentingani umumi padai Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi inii telahi memenuhii peraturani yangi 
berlakui yaknii meliputi,i penetapani lokasi,i pembentukani satgasi Ai dani satgasi B,i 
inventarisasii dani identifikasi,i penaksirani gantii rugi,i musyawarahi bentuki gantii rugi,i hinggai 
pemberiani gantii rugi,i dani yangi palingi akhiri yaitui pelepasani haki atasi tanahi dihadapani 
Kepalai Kantori Pertanahani Kotai Administrasii Jakartai Utara. Terkaiti pelaksanaani gantii 
ruginyai masihi belumi dapati dilaksanakani secarai optimali karenai banyaki kendalai yangi 
timbuli dani beberapai objeki pengadaani tanahi masihi belumi dapati dilaksanakani prosesi gantii 
ruginya.i Selaini itui terdapati jugai beberapai kendalai baiki darii internali yaitui berupai 
penetapani lokasii yangi kurangi maksimal,i hasili administratifi mencakupi inventarisasii dani 
identifikasii yangi sempati mengalamii beberapai kesalahani penginputani data,i hinggai 
munculnyai jugai kendalai eksternali sepertii kurangnyai pemahamani masyarakati sehinggai 
harusi dilakukani sosialisasii berkali-kali,i ketertarikani masyarakati yangi menuruni padai saati 
nominali gantii rugii yangi diajukani tidaki sesuaii dengani keinginani awali pemegangi haki atasi 
tanah,i dani terdapati jugai kendalai kepemilikani haki atasi tanah.  

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan agar Panitiai pelaksanai 
bisai lebihi tepati waktui dalami menyelesaikani seluruhi prosesi gantii rugii yangi tertundai 
setelahi menerimai Surati Keputusani Gubernuri mengenaii Penetapani Lokasi.i Selaini itui 
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panitiai pelaksanai dapati mempersiapkani bahani yangi akani digunakani padai saati sosialisasii 
berlangsungi agari tidaki menghambati prosesi sosialisasi,i sekaligusi mempersiapkani jawabani 
–i jawabani yangi kemungkinani besari akani dilontarkani olehi masyarakati yangi terdampaki 
pengadaani tanah.i Panitiai jugai diwajibkani melakukani pendekatani kepadai masyarakati yangi 
terdampaki prosesi pengadaani tanahi padai Jalani Toli Cibitungi –i Cilincingi agari memberikani 
dampaki positifi bagii masyarakati yangi kurangi berkenan. Serta Untuki pihaki yangi terdampaki 
padai prosesi pengadaani tanahi diharapkani segerai memprosesi keputusani yangi diambili baiki 
itui keberatani ataui tidaki setujui dengani besarani nominali gantii rugii pengadaani tanahi yangi 
telahi dititipkani padai Pengadilani Negerii ataui biasai disebuti dengani konsinyasi. 
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